PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR ...7. TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

Menimbang

o I »

Mengingat

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perlu mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan ruang secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
terpadu dan berkelanjutan;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07

Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

‘ Kabupaten Dairi Tahun sudah tidak sesuai lagi dengan

kebjjakan tata ruang nasional sebagaimana diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

. Indone sia.Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang
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(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2689) y
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274); -

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutans \"(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomé'»r_ 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneéia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia .

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nemor 4725); | -

Undang-Undang Nomor 30 Tahum 2007 tentang Energi

(Lembaran Negara - Republik Indonesia Tahun 2007 [ \/
| /
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Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nemor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tdhun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagiiin Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah 'Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Beserta Rencana Rincinya,;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16 /PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten,;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 28/Menhut-
[1/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi
Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi
Kehutanan Atas Réiperda Tentang Rencana Tata Ruang
Daerah; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014



tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita -
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Kehutanan P, 30/MENHUT-11/2012
Tahun. 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang
berasal dari Hutan Hak;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 125);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor
150).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAIRI

.
dan

. BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 - 2034.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.

2.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
\/ Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas //
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undgng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penvelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Dairi.

Menteri adalah menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penataan ruang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga pefwakilan rakyat daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan Kkegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah vang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan da;l penetapan rencana
tata ruang |

Pem’anfaataﬁ ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional.
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah
kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilavah
kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabtlipaten, rencana pola
ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketléntuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana s.truktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan
kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana
wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk rriengintegrasikan wilayah
kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi
sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem
jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk
seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai,
dan sistem jaringan prasarana lainnya. ‘

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi
peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang
untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir
masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga dua puluh tahun
mendatang.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis
merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten,
kawasan lindung vang memberikan pelindungan terhadap kawasan
bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan
lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pengelolaannya uierupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.
Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan vang

;
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berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintaha’up, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hirarkis keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem agrobisnis.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa
beserta ekosistemnya. :

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi
mengalami bencana alam.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan
perkotaan yémg berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat
kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai
PKL. |

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Puéat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air

vang luasnya kurang dari atau sama dengan dua ribu kilometer persegi.

\)dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil



36. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau ke laﬁt secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktifitas daratan.

37. Ruang terbuka hijau - adalah area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.

38. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten
melalui penyus.nan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan
kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu mdlkam program utama
jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program
utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

39. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk
yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan,
suraber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang
kabupaten yang sesuai dengan rencanaltata ruang.

40. Ketentuan pengendalian pemanfaatan‘ruang wilayah kabupaten adalah
ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disutsun dalam upaya
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbentuk ketentuan umum
peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif,
serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

41. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan
umum yang mengatur pemanfaatan ruang/ penataan kabupaten dan
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap
klasifikasi peruntukanyfungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang
wilayah kabupaten.

42. Ketentuan perizinan adalah ketentuan- ketentuan yang dltetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai

{ alat dalam mélaksanak.an pembangunan keruangan yang tertib sesuai
\'dengan réncana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
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Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja
yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak
sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam
melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang vang telah disusun dan ditetapkan.

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi
pertumbuhar,, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat
BKPRD adalah vadan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20Q7 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas
Bupati dalarfl koordinasi penataan ruang di daerah.

‘ BAB II
AZAS, FUNGSI DAN MANFAAT

Bagian Kesaltu
Azas

Pasal 2

RTRWK disusun berazaskan:

a.
b.

C.

keterpaduan,

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan,
keberlanjutan;

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,;

keterbukaan;



f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan;
i.  akuntabilitas; "
J.  kearifan lokal. ,

Bagian Kedua . ‘
Fungsi

Pasal 3

RTRWK berfungsi sebagai:

a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
kabupaten,

d. acuan lokasi investas'i dalam wilayah kabupaten yarg dilakukan
pemerintah, masyarakat, dan swasta;

e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilavah

kabupaten;

f.  dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan
wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan

acuan dalam administrasi pertanahan.

da

Bagian Ketiga
Manfaat

Pasal 4
Manfaat RTRWK, yaitu:
a. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten;

b. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah

sekitarnya; dan

C. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten vang berkualitas.

E¥aY



BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

RTRWK merupakan penjabaran Rencana Tata Rua;'lg Wilayah Provinsi
Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah
kabupaten $esuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana
pengembangan  wilayalt provinsi secara  keseluruhan, strategi
pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana
struktur dan rencana pola ruang yang operasional.

RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) digambar dalam peta dengan
tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Perencanaan

' Pasal 6

RTRWK berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali

setiap 5 (lima) tahun.

RTRWK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, jika:

a. terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi vang
mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau

b. terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala
besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan
perundang-undangan.

RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali dan direvisi

bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di

wilayah kabupaten.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 7
Lingkup RTRWK mencakup wilayah daratan, wilayah perairan serta
wilayah udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah yang berada di dalam wilayah kabupaten seluas 192.780 Ha atau
seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh hektar.
Wilayah ditentukan berdasarkan aspek administratif dengan batas-batas
sebagai berikut:
a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Provinsi Aceh;

»



b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir;
d. sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh.
(3) Wilayah secara administratif terdiri atas 15 {lima belas) kecamatan, yaitu: .

a. kecamatan Sidikalang;

2

kecamatan Sitinjo;
kecamatan Berampu;
kecamatan Parbuluan;
kecamatan Sumbul;
kecamatan Silahisabungan;

kecamatan Silima Pungga-Pungga;

R oS0 oA o

kecamatan Lae Parira;

— o

kecamatan Siempat Nempu;

kecamatan Siempat Nempu Hulu;

o

kecamatan Siempat Nempu Hilir;

kecamatan Tigalingga;

—

kecamatan Gunung Sitember;

kecamatan Pegangan Hilir; dan

°© »5 8

kecamatan Tanah Pinem.
(4) RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (3) digambar dalam peta administrasi
kabupaten dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

i

Bagian Ked:xa
Lingkup Substansi
. Pasal 8
Substansi RTRWK, meliputi:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat perkotaan dan
sistem jaringan prasarana wilayah;

C. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan
budidaya;



e. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program

utama jangka menengah lima tahunan;

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan
peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

: BABV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 9

Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan pariwisata yang

berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 10

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. pengurangan Kkesenjangan pembangunan dan perkembangan antar
wilavah; .

b. pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung
pengembangﬂan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, p;ariwisata, pe;tambangan dan agroindustri sesuai daya dukung
wilayah;

c. peningkatan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan
Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp;

d. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan
lindung, kawasan lindung dan lain-lainnlya;

e. peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan

modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan,

agro dan pariwisata sesuai keunggulan- kawasan yang bernilai ekonomi

-\ tingg, dikelold'secara berhasil guna, terpadu-dan ramah lingkungan. - {



Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupatem -~ -

Pasal 11
Strategi mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui peningkatan
interaksi kawasan untuk perkembangan -ekonomi dengan pengembangan
jaringan jalan, sarana dan prasarana daerah lainnya. ~

L

Pasal 12 i

Strategi mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung

peagembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, .

pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi: ,

a. peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi
dengan tetap mempertalankan ekosistem lingkungan;

b. peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi

c-w-fasilitag . ﬁeiéag&i}gaﬁ@mﬁ&&at :Kﬁlﬁkﬁl,ﬁé&HLM;:dangasa--pﬁ&&ukﬂﬁg T

komoditas pertanian;

C.  peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan
sarana pendukungnya;

d. peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung
kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.

Pasal 13
Strategi meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan Sidikalang sebagai PKW dan
Kawasan Perkotaan Sumbul, Tigalingga dan Parongil sebagai PKLp
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢, meliputi:

a. pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi
kegiatan wilayah;

b. pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan
baik internal maupun eksternal;

€. peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang

pengembangan ekonomi daerah.

S8 T i T

Pasal 14

Strategi memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi

hutan lindung, kawasan lindung dan lain-lainnva sebagimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf d, meliputi:

4. | penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan
\‘ kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;

e



b. penyvusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama
pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;

c. peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan

dan pencemaran lingkungan;

d. penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam

rangka pemtﬁli_han fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung;

44

pengaturan penduduk vang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk
enclave dan relokasi,

f, melarang aktifites penduduk dalam hutan lindung.

Pasal 15
Strategi mendorong peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi
lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
a. peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
b. pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan
kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan

[

kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang
lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi,
d. penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya

manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

_ Pasal 16

Strategi mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier

berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi

tinggi, dikelola = secara Dberhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

a. pengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas
unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);

b. peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan
sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta
pemasaran yang lebih agresif dan efektif;

c. peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata
dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai
efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah;

L]



(2)

. pembangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk

pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang
vang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai
kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman;

pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
sistem pusat perkotaan;

sistem jaringan transportasi;

a.
b

C.  sistem jaringan energi;

d. sistem jarin=an telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan

f.  sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pefkotaan

:
Pasal 18

Sistem pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf a merupakan pusat-pusat kegiatan pada wilayah kabupaten yang
menjadi pusat pertumbuhan.

Sistem pusat perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

4. penetapan sistem pusat kegiatan; dan

b.  fungsi pelayanan pusat kegiatan.

Penetapan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a terdiri atas:

a. PKW (pusat kegiatan wilayah);

b.  PPK (pusat pelayanan kawasan); f/



N

¢. PPL (pusat pelayanan lingkungan); dan
d. PKLp (pusat kegiatan lokal promosi).

Pasal 19
PKW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf a ditetapkan di
kawasan perkotaan Sidikalang.
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan di
kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Paronggil, dan Tigalingga.
PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c ditetapkan di:
a Kutabulu‘h di Kecamatan Tanah Pinem,;
b. Silalahi di Kecamatan Silahisabungan;

'Sigalingging di Kecamatan Parbuluan;

o

o

Berampu di Kecamatan Berampu;

e. Lae Parira di Kecamatan Lae Parira;

f.  Silumboyah di Kecamatan Siempat Nempu Huluy;

g Tigabaru di Kecamatan Pegagan Hilir;

h. Sopobutar di Kecamatan Siempat Nempu Hilir; dan

i,  Gunung Sitember di Kecamatan Gunung Sitember.

PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d diusulkan di
kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga.

i Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

b

Pasal 20

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b berupa:

a. sistem jarin7an transportasi darat; dan

b. sistem jaringan transporfasi udara.

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dikembangkan dengan tujuan untuk membangun dan
meningkatkén akses secara berkesinambungan, sinergis dan berjenjang
antar PPL, PPK, PKW hingga ke PKN, meliputi:

a. jaringan jalan;

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;dan

¢. jaringan angkutan danau.

(3)| Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
\huruf b dikembangkan dengan tujuan guna mendukung pergerakan

17



(1)

angkutan udara di wilayah kabupaten yang diarahkan sesuai dengan hasil

studi kelayakan.

~ Pasal 21
Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ’Pasa»l 20 ayat (2) huruf a
meliputi:
a. jaringan jalan nasional:
b. jaringan jalan provinsi; dan
c. jaringan jalan kabupaten.
Jaringan jalan nasional sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disebut Kolektor Primer atau K1 vang meliputi: |
a. ruas jalan Ahmad Yani Sidikalang dengan L=panjang, ruas 1,073
kjlomeser; ‘
b. ruas jalan Sisingamangaraja Sidikalang dengan panjang 2,676
kilometer;
ruas jalan Tigalingga Sidikalang dengan panjang ruas 0,728 kilometer;
d. ruas jalan batas Kota Sidikalang - Panji dengan panjang ruas 3,610
kilometer;
e. ruas jalan ke Medan Sidikalang dengan panjang ruas 2,673 kilometer;
f.  ruas jalan Pahlawan Sidikalang dengan'panjang ruas 2,20 kilometer;
g ruas jalan Panji - Batas Kabupaten Samosir dengan panjang ruas
29,634 kilometer; |
h. ruas jalan batas Kabupaten Tanah Karo — Panji dengan panjang ruas
29,963 kilometer;
i.  ruas jalan Runding Sidikalang dengan panjang ruas 5,437 kilometer.
Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disebut
Kolektor 2 atau disebut K2 dan/atau Kolektor 3 atau disebut K3 yang
meliputi:
a. rtuas jalan Sumbul Pegagan - Tiga Baru - Sumbul Jehe dengan
panjang ruas 29,50 kilometer; '
b. ruas jalan Sumbul Pegagan - Parikki — Pangiringan dengan panjang
ruas 18,70 kilometer;

€. ruas jalan Sidikalang - Panjaratan (Batas Kabupaten Pakpak Bharat)

dengan panjang ruas 3,50 kilometer;

d., ruas jalan Sigalingging (Kabupaten Dairi) - Kuta Jungak (Kabupaten
\/Pakpak Bharat} dengan panjang ruas 10 kilometeér.

10



(4) Jalan strategis provinsi terdiri:
a. ruas jalan Sidikalang-Parongil,
b. ruas jalan Lingkar Danau Toba.
(5} Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. - jalan strategis kabupaten; dan

b. jalan lo.ical [ rimer.

Pasal 22
(1) Jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)
huruf a, meliputi:

a. ruas jalan lingkar luar Danau Toba menghubungkan ruas jalan
Silalahi - Paropo (Kabupaten Dairi) - Tongging (Kabupaten Karo} dan
Silalahi - Binangara (Kabupaten Dairi) - Kabupaten Samosir;

h. rencana jalan lingkar dalam Kota Sidikalang;

¢. rencana jalan lingkar luar Kota Sidikalang.
ruas jalan menghubungkan Kota Sumbul - Tiga Baru - Kecamatan
Tigalingga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Lae Parira,
Kecamatan Berampu, Kota Sidikalang, Kota Sitinjo, Kecamatan
Parbuluan - kembali ke Kota Sumbul.

e. ruas jalan Pamah - Simpang Ldll.,l Paski-Simpang Mangan Molih -
Batas Kabupaten Karo;

f ruas jalan Sidikalang - Kedebrek - Sarintonu - Jumabatu - Batas

3l o P kS b o ) lt

" Kabupaten Karo;
g. ruas jalan menghubungkan Kota Sidikalang - Berampu ~ Lae Parira -
Parongil - Sopobutar — Bunturaja - Sidikalang.
(2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b
~_‘H_Jr‘)_;u;;}_g71}}1__}?}1‘.1”1_‘1gkan secara beljdaya. guna antara PKW, PPK dan PPL.

, Pasal 23
Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
a. pemantapan fungsi terminal penumpang tipe A Sitinjo;
b. pengembangan terminal penumpang tipe C di PKW, PKL, dan PPK;
c. pemantapan jalur angkutan umum yang melayani pergerakan wilayah,
yang terdiri atas:

1. jalur angkutan umum antar kabupaten antar provinsi;

2. jalur angkutan umum antar kabupaten dalam provinsi;
3. jalur trayek perkotaan; dan .
\4. jalur trayek perdesaan.

*
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Pasal 24

Jaringan angkutan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

huruf ¢ diarahkan untuk:

a. mengintegrasikan rute pelayaran kawasan Danau Toba, yaitu jalur
pelayaran Ajibata - Tomok, Simanindo - Tigaras, Balige - Onan Runggu
serta Nainggolan ~ Balige; -

b. mengoptimalkan fungsi rencana Pelabuhan Perintis Silalahj terintegrasi
dengan rencana Stasiun Terminal Agribisnis (STA) Perikanan Lae Pondom |
Kecamatan Silahisabungan; |

c. mengoptimalkan rute pelayaran dengan tidak mengganggu fungsi kawasan
budidaya perikanan dan pariwisata;

d. pengembangan moda transport ASDP beserta fasilitas pendukungnya
sesuai dengan karakter pelayaran. |

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
Pasal 25 ‘
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf ¢
terdiri atas: '
a. pembangkit tenaga listrik; dan

b. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 26
(1) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,
meliputi:
a. pembangkit tenaga listrik yang sudah beroperasi vaitu PLTA Renun;
b. pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM) Hydro, éurya, Biomassa, Bayu
dan pembangkit listrik lainnya. ‘
(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk: )
a. memenuhi penyediaan tenaga listrik yang mampu mendukung
kebutuhan dasar masyarakat dan kegiatan perekonomian; dan
b. meningkatkan pelayanan ke seluruh wilayah dengan penambahan

kapasitas pembangkit tenaga listrik dan pengembangan jaringan
distribusi.

n



Pasal 27
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 25 huruf
b, dikembangkan dengan sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan
sistem setempat untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang
menggunakan kawat saluran udara te;buka untuk Saluran Udara Tegangan

Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekétra Tinggi.

‘ Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 28
Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf d meliputi:
a. jaringan terestrial meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel; dan

b. jaringan satelit.

Pasal 29
(1) Jaringan terestrial sistem kabel dan nirkabel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a, diarahkan untuk:
a. pengel%bangan secara berkesinambungan untuk menyediakan
pelayanan telekomu.hikasi di seluruh wilayah kabupaten;
b. menatell lokasi menara telekomunikasi dan base transceiver station
(bts) untuk pemanféatan secara bersama-sama antar operator; dan
c. pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan
wilayah tanpa sinyal pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah
terpencil.
(2} Jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b,
diarahkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi melalui
satelit komAunikasi untuk mela_yani wilayah tanpa sinyal pada wilayah

berbukit, pegunungan atau wilayah terpencil.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Sistem dan Tujuan Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf e, meliputi:
a. jaringan sumber daya air; dan
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(4)\'

b. prasarana sumber daya air.

Jaringan sumber daya air sebagaimana diméksu‘d pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. air permukaan sungai yang meliputi induk sungai, anak sungai vang
bermuara ke pantai serta menuju danau; [

b. badan air danau;

c. cekungan air tanah (CAT); dan

d. sumber mata air lainnyva.

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. prasarana irigasi,

b. prasarana air minum; dan ' !

¢. prasarana pengendalian daya rusak air.

Pengembangan jaringan sumber daya air dan prasa‘fana sumber daya air

bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh

masyarakat‘ untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yvang

sehat, bersih, dan produktif.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 31

Wilayah sungai meliputi wilayah sungai Strategis Nasional dan wilayah

sungai lintas kabupaten terdiri dari:

a. wilayah sungai Strategis Nasional di Kabupaten Dairi berada pada
Wilayah Sungai Toba-Asahan; .

b. wilayah sungai lintas provinsi, meliputi wilayah sungai Alas-Singkil; |
wilayah sungai lintas kabupaten, meliputi wilayah Sungai Wampu dan
Besitang.

Daerah aliran sungai atau DAS yang terdapat di Kabupaten Dairi meliputi;

a. DAS Toba-Asahan,; dan

b.  DAS Singkil.

Pengembangan sumber daya air baku untuk air bersih yang meliputi

sistem air permukaan dan sistem air tanah dengan tetap memperhatikan

konservasi lingkungan.

Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi termasuk ke dalam
CAT Wilayah Sidikalang.
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? Pasal 32

(1) Pengembangﬁan sistem jafingan prasarana irigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a meliputi pengembangan prasarana
Bendung yang ada meliputi seluruh daerah irigasi (DI} di Kabupaten Dairi.

(2) Pengembangan saluran irigasi pertanian pada daerah irigasi (DI} yang
terdapat di Kabupaten Dairi, terdiri dari daerah irigasi yang merupakan
wewenang provinsi dan wewenang kabupaten.

(3) Daerah irigasi wewenang pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada
avat (2) meliputi:

a. DI Rismaduma,; dan
b. DI Buluduri.
(4) Daerah irigasi wewenang pemerintah kabupaten sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh daerah irigasi kabupaten.

Pasal 33

Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b meliputi:

a. peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada;

b. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional pada
kawasan lintas kabupaten/kota dikembangkan pada PKW, PPK dan PPL;
dan

c. sistem jaringan air baku untuk air bersih meliputi sistem air permukaan

dan sistem air tanah dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan.

Pasal 34
(1} Pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf ¢ yaitu pengembangan prasarana
pada alur sungai dan danau meliputi:
a. pengembangén drainase dan pengendalian banjir dengan normalisasi,
penguatan tebing, dan konservasi sempadan sungai;
b. penanganan erosi dan longsor di aliran sungai.
(2) Sistem penanganan erosi dan longsor di daerah .sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi daerah aliran sungai yang rusak
\/dan meninglﬁatkan resistensi daerah aliran sungai.
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Bagian Ketujuh
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya
Pasal 35
Rencana jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. sistem pengelolaan persampahan;
b. sistem drainase;
c. jaringan air limbah;
tempat pemakaman umum;dan

e. jalur evakuasi bencana.

Pasal 36
Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksﬁd Pasal 35 huruf a,
meliputi: ’
a. pengembangan sarana dan prasarana sampah untuk melayani lingkungan
permukiman dan areal komersial;
b. pengembangan tempat penampungan sementara di seﬁap permukiman;
c. pengembangan pengelolaan sampah di setiap kecainatan;
pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah di PKW, PPK dan PPL.

Pasal 37
Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dfmaksud dalam Pasal
35 huruf b dilakukan dengan cara:
a. pengembangan sistem drainase pada PKW. PPK dan PPL:
b. pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada

kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil.

Pasal 38
Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf ¢ meliputi: * :
a. kawasan permukiman dan industri menggunakz&n septic tank dan
peresapan d.engan memperhatikan desain peresapan;
b. kawasan industri dan pusat-pusar kegiatan perdagangan wajib
menggunakan sistem pembuangan air limbah terpusat; dan

C. \‘pengelolaan pembuangan secara komunal pada kawasan fasilitas umum.
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Pasal 39
Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
dapat dikembangkan di PKW, PPK dan PPL sesuai dengan daya dukungnyva

masing-masing.

Pasal 40
Rencana. Lokasi Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf e diarahkan di daerah-daerah dengan kriteria:
a. lokasi tersebut jauh dari dampak bencana yang terjadi;
b. diupayakan lokasi tersebut berupa ruang terbuka yang dapat menampung

banyak orang;

()

diupayakan memanfaatkan bangunan milik pemerintah dan fasilitas

umum sebagai tempat penampungan pengungsi.

BAB VII ¢
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
? Bagian Kesatu
. Umum

Pasal 41
(1} Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi:

a. sebagai alckasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah
kabupaten;

h. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

c. sebagai dasar penvusunan indikasi program utama jangka menengah
lima tahunan untuk dua puluh tahun;

d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
kabupaten.

(3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirumuskan berdasarkan:

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;

kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan A/

o T p

lingkungan;
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d.  Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

(4) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang kabupaten dengan tingkat
ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua ;
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 avat (1)

huruf a, meliputi:

a.

o

™o oo o

kawasan hutan lindung; ' '

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
kawasan perlindungan setempat; .

kawasan lindung geologi;

kawasan rawan bencana alam,;

kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 43

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a seluas
56.068 Ha tersebar di:

2 o o op

(Tr*;r%“~:-;s*qarhgv

kecamatan Sidikalang;
kecamatan Sitinjo;

kecamatan Berampu;
kecamatan Parbuluan;
kecamatan Sumbul;

kecamatan Silahisabungan;
kecamatan Silima Pungga-Pungga:
kecamatan Lae Parira;
kecamatan Siempat Nempu Hilir;
kecamatan Tigalingga;
kecamatan Gunung Sitember;
kecamatan Pegagan Hilir; da

kecamatan Tanah Pinem.



Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 44

Kawasan vang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, yaitu kawasan resapan air

meliputi:

d.

,.\
D

hutan Delleng Cengkeh di Kecamatan Tanah Pinem;

hutan Sibuatan Selatan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Pegagan
Hilir, Tigalingga. Tanah Pinem;

hutan Adian Tinjoan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan; dan

hutan Dairi di Kecamatan Sumbul, Silahisabungan, Parbuluan.

Paragraf 4
, Kawasdan Perlindungan Setempat

Pasal 45
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf c
meliputi:
a. kawasan sempadan sungai;
b. kawasan sekitar danau/waduk; dan
c. kawasan sekitar mata air.
Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi sungai:
a. lae Renun;
b. lae Simbelin;
¢. lae Luhung;
d. lae Manalsal;
e. lae Simuhur;
f.  lau Guﬁung;
g. lae Kentara;
h. lae Panencoh;
i lae Patulen;
j. lae Longki;
k. lau Belulus;
1. lae Pandaroh;
m. lae Nuaha;
n. -lae Lobe;
0. lae Panginuman;
p. lae Pangoroan; dan
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q. lae Silobi.

Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:

a. danau Toba di Kecamatan Silahisabungan;

b. danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan;

c. danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem; dan

d. waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul.

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf ¢
meliputi seluruh kawasan sekitar mata air yang tersebar di seluruh

kecamatan.

Paragraf 5 :
Kawasan Lindungan Geologi
Pasal 46

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf d. terdiri
atas: |
a. kawasan rawan bencana alam geologi;
b. kawasan vang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi: ) . '
a. kawasan rawan gempa bumi;
b. kawasan rawan gerakan tanah;
c. kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif;
d. kawasan rawan abrasi.
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. cekungan air tanah Sidikalang;

b. sempadan mata air.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf e berupa bencana alam:
a. gempa bumi;
b.  banjir

¢.  tanah longsor;
\d. amblesan; dan
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e. angmn puting beliung.
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada avat (1)

tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Pasal 48

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:

a. kawasan suaka alam;

b. taman hasional;

c¢. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdapat pada Hutan Wisata Alam Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan dan

Sitinjo.

Kawasan hutan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser sebagaimana

dimaksud pada ayvat (1) huruf b terdapat pada Hutan Delleng Simbelin di

Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu, Gunung Sitember dan

Tanah Pinem.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;

h.  taman Wisata Alam Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan dan Sitinjo:

¢. batu Pangulubalang dan Mejan Pertulan Marga Manik di Kecamatan
Sumbul;

d. tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek
Sabungan, Pumah Adat, Batu Sigadap dan lokgsi partonunan Deang
Namora di Kecamatan Silahisabungan;

2. batu Pangulubalang, Batu Perabun/Pertulanen, Mejan Marga Cibro di

" Kecamatan Silima Péngga-Pungga;
i barnttun Kerbo di Kecamatan Lae Parira;
g.  batu curnbang. Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan di Kecamatan

Pegagan Hilir;

\‘h. gua Kendit Liang di Kecamatan Gunung Sitember. 7\/
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Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dslam Pasal 41 avat (1)

huruf b, meliputi:

<.

b.

-3

~

[

kawasan peruntukan hutan produksi,
kawasan peruntukan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian;
kawasan perjintukan perkebunan;
kawasan peruntukan peternakan;
kawasan per;lntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan,;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;

kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 50
iawvasan peruntukan hutan produksi schagaimana dimaksud datam Pasal
49 huruf a. meliputy:
a.  kawasan peruntukan hutan produksi terbatas:
b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.
Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud
pada avat {1) huruf a tersebar di Kecamatan Sumbul. Kecamatan Siempat
Nempu Hilir., Kecamatan Pegagan Hilir dan Kecamatan Tanah Pmem
seluas 61.805 Ha.
Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada avar (11 huruf
b tersebar di Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo. Kecamatan

Sumbul dan Kecamatan Silahisabungan seluas 12.639 Ha.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Rakyat

Pasal 51

awasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huraf b vang tersebar di seluruh kecamatar.
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Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 52

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c

meliputi:

a.

b.

(4)

pertanian tanaman pangan;

pertanian hortikultura.

Pasal 53
Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a
dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan.
Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. lahan sawah fungsional; dan
b. lahan sawah potensial.
Lahan sawah fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
tidak dapat beralih fungsi, tersebar di:
a.  kecamatan Sumbul:
bh.  kecamatan Pegagan Hilir,
¢.  kecamatan Berampuy;
d. kecamatan Lae Parira;
e.  kecamatan Siempat Nempu;
f. kecamatan Silima Pungga-Pungga; dan
g.  kecamatan Silahisabungan.
Lahan sawah potensial sebagaimana dirrllaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dikembangkan dan tersebar di: »
a.  kecamatan Silima Pungga-Pungga;
b.  kecamatan Siempat Nempu Hilir; dan
¢, kecamatan Parbuluan.
Lahan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf b dikembangkan pada lahan tersebar di:
. kecamatan Sumbul;
b, kecamatan Parbuluan;
c kecamatan Sitinjo;
d.  kecamatan Silahisabungan,;
e.  kecamatan Sidikalang;
f. kecamatan Berampu;

g.  kecamatan Siempat Nempu Hulu; dan

\h. kecamatan Pegagan Hilir.
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Pasal 54

Pertanian tanar’ﬁan pangan dan pertanian holtikultura dialokasikan pada lahan

basah pertanian seluas 10.824,86 Ha dan lahan kering seluas 51,373 Ha.

Paragraf 5 ‘
Kawasan Peruntukam Perkebunan
Pasal 55 . .
Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

huruf d dikembangkan di seluruh kecamatan selyas 3.281,97 Ha.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Peternakan
Pasal 56 ,
{1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf e meliputi:

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau,
sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan, utamanya. di Kecamatan
Tigalingga, Siempat Nempu Hulu, Parbuluan;

b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi,
kambing, domba di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan:

i.  Lae Parira;

2. Silima Pungga-Pungga;
3 Siempat Nempu;

4 Siempat Nempu Hulu;
5.  Siempat Nempu Hilir;
6 Tigalingga; dan

7. Tanah Pinem.

€. pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik,
puyuh di seluruh kecamatan.

(2) Kawasan peruntukan peternakan berada pada lokasi yang terintegrasi

dengan peruntukan perkebunan dan pertanian lahan kering.

. Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 57

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf tf )
meliputi:

a.  perikanan tangkap;
\‘b budidaya perikanan.



Pasal 58
(1) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
dikembangkan di perairan umum, meliputi kawasan perikanan tangkap di
perairan danau dan kawasan perikanan tangkap di perairan sungai dan
waduk.
(2) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b
meliputi budidaya kolam, budidaya padi bersama ikan dan budidava

perairan umum atau jaring apung.

-
t

Pasal 59
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf
b dikembangkan di:
a. kecamatan Silahisabungan;
b. kecamatan Sumbul;
.  kecamatan Parbuluan;
d. kecamatan Sitinjo;
e.  kecamatan Silima Pungga-Pungga;
f kecamatan Pegagan Hilir; dan

2. kecamatan Lae Parira.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Pertambangan

| Pasal 60
Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf g meliputi:
a. pertambangan mineral radioaktif;
b. pertambangan mineral logam;
¢c. pertambangan mineral bukan logam;
d. pertambangan mineral batuan;
~e. pertambangan panas bumi; dan

i air tanah.

Pasal 61
(1) Pertambangan mineral radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf a dikembangkan di: /\/
a. kecamatan Parbuluan;

b. kecamatan Silahisabungan.

33



(2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf b dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan daya
dukungnya.

(3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 huruf c¢ dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan dava |
dukungnya.

{4) Pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf d dikembangkan di wilayah sesuai dengan potensi dan dayva
dukungnya.

(5] Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e
dikembangkan di Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Silahisabungan
sesuai dengan potensi dan daya dukungnva

(6) - Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf § dikembangkan di

seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan potensi dan dava dukungnya.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 62
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf h,
meliputi:
a. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah; dan

L. kawasan peruntukan industri besar.

Pasal 63. ' |
(1) Kawasan peruntukan industri kecil dan menengah sdabagaimana dimaksud |
dalam Pasal 62 huruf a terdapat di:
a. kecamdtan Sidikalang;
b.  kecamatan Sitinjo;
¢.  kecamatan Sumbul;
d. kecamatan Tigalingga; dan
e. kecamatan Silima Pungga-Pungga. |
{2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 huruf b terdapat di: |
a.  kecamatan Sitinjo;
b,  kecamatan Tigalingga; dan

kc. kecamatan Silima Pungga-Pungga.



Paragraf 10

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 64

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf

2, meliputi:

a. pariwisata alam,;

b.  pariwisata budaya.

Pasal 65
(1) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a,
mencakup:
a. puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku di Kecamatan Sidikalang;

b.

s

h.

taman Wisata lman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pandaroh,

Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo;

‘danau Sicike-cike di Kecamatan Parbuluan;

wisata Hutan Lindung, Waduk PLTA Renun di Kecamatan Sumbul,
danau Toba, Wisata Gunung, Wisata Hutan di Kecamatan
Silahisabungan,;

mata Air Situs Sisingamangaraja XII di Kecamatan Silima Pungga-
Pungga;

panorama Letter Z dan Gua Sitanduktanduk di Kecamatan Siempat
Nerapu Huly;

air terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panoramg Tornauli, Kawasan
Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir;

lau Beludus, Goa di Kecamatan Tigalingga,

lae Simu‘hur di Kecamatan Pegagan Hilir;

danau/Waduk diatas gunung, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di

Kecamatan Tanah Pinem.

(2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b,

mencakup:

batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik di
Kecamatan Sidikalang;

monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang di Kecamatan
Sitinjo;

rumah Adat Pakpak Sikabeng-kabeng, Lapihen/Laklak Kujur Golok,
Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Partulan Marga
Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan

Sumbul;
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d. tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek
Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian,
Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;

e. mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang di Kecamatan Silima Pungga-
Pungga;

. batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu;

g.  bantun Kerbo di Kecamatan Lae Parira;

h.  tank peninggalan sejarah di Kecamatan Tigalingg'a;

i lae Simuhur, Baty Cuxﬁbang, Batu Perabun /Pei‘tulanen, Juma Mejan
di Kecamatan Pegagan Hilir.

-

Paragraf 11
Kawasan Peruntukan Permukiman

(1} Kawasan peruntukan permuki;:ial:bigaimana dimaksud dalam Pasal 49
huruf j mencakup fungsi-fungsi kawasan untuk lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan, meliputi:

a.  kawasan perumahan;

b.  kawasan perdagangan dan jasa;

¢. fasilitas pemerintahan;

d. fasilitas pendidikan;

¢.  fasilitas kesehatan;

f. fasilitas peribadatan;

g fasilitas rekreasi dan olah raga;

h.  ruang terbuka hijau; dan

i fungsi pemanfaatan ruang lainnva sesuai karakter tiap kawasan
permukiman.

(2) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada avat (1),
meliputi:

a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagalmana dimaksud pada avat (2)

huruf a dikembangkan di:
a. pusat-pusat pelayanan PKW, PKL, PPK dan PPL;
b. kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan

Parongil.

(4), Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
\ huruf b dikembangkan di:



kecamatan Berampu;

kecamatan Parbuluan;
kecamatan Silahisabungan;
kecamatan Lae Parira;
kecamatan Siempat Nempu;
kecamatan Siempat Nempu Hulu;
kecamatan Siempat Nempu Hilir;
kecamatan Gunung.Sitember;
kecamatan Pegagan Hilir; dan

kecamatan Tanah Pinem.

BAB VIII
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 67

(1} hawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten vang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup kabupaten.

{(2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada avat (1)

berfungsi:

&

b.

mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau
mengkoordinlasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis
kawasan vang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang
wilayah kabhupaten;

sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi
masyarakat dan Kkegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah
kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap
wilayah kabupaten bersangkutan;

untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa

terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola

ruang;

sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama
RTRW kabupaten;
sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah

kabupaten.

(3] Kawasan strategis kabupaten ditetapkan berdasarkan kepentingan:

pertumbuhan ekonomi;
sosial dan budaya; dan

fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
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Pasal 68

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana‘ dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a,
mencakup:

a. pengembangan Ekowisata;

b. pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan
Parbuluan, Sitinjo, Sumbul;

€. pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang,
Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya

sebagé.imana dimaksud dalam Pasal 67 avat (3) huruf b, mencakup:

a. batu Aceh, Batu Hija dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;

b.  danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Kecamatan Parbuluan;

c. bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga
Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan
Sumbul; ‘

d.  tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae
Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Dan Batu Sigadap di
Kecamatan Silahisabungan;

€. batu Pangulubalang dan Mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima
Pungga-Pungga; |

f. bantu n. Kerbo di Kecamatan Lae Parira;

batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu: dan

aa

h. batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di
Kecamatan Pegagan Hilir. ‘

Kawasan strategis Kabupaten dari suliut kepentinIgan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dgalarn Pasal 67 ayat (3)

huruf ¢, mencakup:

a. kawase;n Danau Toba;

b. taman Nasional Leuser;

¢.  kawasan hutan:

d. daerah Aliran Sungai;

e. cekungan Air Tanah.

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67

digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 50.000

sebagaimana tercantum, pada Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



J Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis kabupaten

sebagaimana dimaksud Pasal 67 diatur dengan Peraturan Daerah.

| : BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN

Pasal 69

(1} Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan

struktur dan pola ruang serta kawasan strategis.

(2) Arahan pemanfaatan ruang merupakan prioritas pemanfaatan ruang dan

indikasi program utama, meliputi:
a. program perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
b, program perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan

c.  program perwujudan kawasan stategis.

(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan

pelaksanaan program pemanfaatan ruang berdasarkan indikasi program
utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 70

(1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

* . . L .
Daerah, investasi swasta atau sumber lain vang tidak mengikat, dan/atau

kerja sama pendanaan.

(2) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] Kenja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
BAB X
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

(I'  Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.

(2)  Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

\/ meliputi:
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(2)

a. peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

¢. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Zonasi
Pasal 72
Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a
menjadi pedoman bagi peny}isunan peraturan zonasi oleh Pemerintah
Daerah. | .
Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. peratutan zonasi untuk kawasan lind ung;
b. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
C.  peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Zonasi diatur dengan

Peraturan Daerah.

Pasal 73

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a berisi:

a.

(1)

penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona, tujuan pengembangan zona
dan arahan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan;
intensitas ruang; dan

sempadan bangunan.

Pasal 74
Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
a. kawasan hutan lindung;
b kawasan resapan air;
¢. kawasan sempadan sungai;
d. kawasan sempadan danau dan/atau waduk;
e. kawasan sempadan mata air;
f. kawasan taman nasional; dan
g. kawasan rawan bencana.
Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakvat,

an
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kawasan pertanian;
d. kawasan perkeburan;
e. kawasan perikanan; M
f. kawasan peternakan;
g. kawasan pertambangan,;
h. ‘kawasan industri; :
i. kawasan pariwisata; dan
j.  kawasan permukiman.
(3) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf ¢ meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;

b.  sistem jaringan prasarana energi,

9]

sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem prasarana lingkungan.

Pasal 75

Peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
2. pengolahan tanah terbatas;

3.  tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial
ekonomi;
tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang
alam.

b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan
sepahjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan
reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai
kawasan lindung.

c. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang
mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung
dapat diperkenankan dengan ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan *pemanfaatan ruang
budidayva di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan

S . .
2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

.
i
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Pasal 76

Peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

a.
b.

pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan resapan air.

permukiman yang sudah terbangun didalam kawasan resapan air sebelu

ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus

memenuhi syarat:

1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20%, dan KLB |
maksimum 40%);

2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki dava
serap air tinggi; dan

3. dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 77
Peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 74 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
a. bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar
paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggu! sebelah luar:
b. tudak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan
lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

c. tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman
dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
Kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan

budidaya vang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai.

Kawasan sempadan sungai masih diperkenankan’ dibangun prasarana

wilayah dan utilitas lainnya dengan keténtuan: |

a‘. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan‘ pemanfaatan ruang
budiday . di sepanjang jaringan prasarana tersebut;

b. dllakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan zonasi kawasan sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a.

\b.

lebar sempadan danau atau waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan
100 (seratus) meter dari titik pasang air danau dan/atau waduk tertinggi;

dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk tidak diperkenankan



dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau dan/atau
waduk; \

c. dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk diperkenankan
dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang
berlaku;

d. dalam kawasan sempadan danau dan/atau waduk masih diperkenankan
dibangun pravsarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang
budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut;
2. | pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 79
Peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
a. tidak dapat dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
b. dapat dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan

peraturan perunuang-undangan.

Pasal 80

Peraturan zonasi?' kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74 avat (1) huruf' f ditetapkan.sebagai berikut:

a. larangan dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya
fungsi kawasan,

b. larangan dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang
dilindungi undang-undang;

¢.  dapat dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak
merusak lingkungan,

d. dapat dilal;ukan pembangunan prasarana wilayah sepanjang tidak

merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

Pasal 81
Peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (1) huruf g ditetapikan sebagai berikut:
a. pembatasan perkembangan kawasan permukiman dalam kawasan rawan
bencana dengan menerapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi
bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

\b. tidak diselenggarakan kegiatan-kegiatan vital/strategis pada kawasan
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rawan bencana;

dibangun prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan
pemasangan sistem peringatan dini;

dapat diselenggarakan kegiatan budidaya lain.

Pasal 82

Peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74 ayat (2) huruf a ditetapkan_sebagai berikut:

a.

tidak diselgnggarakan kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan
pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait
dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;

kawasan hutan produksi vang dapate. dikonversi aapat dialihfungsikan
untux kegiatan lain di luar kehutanan setelah petensi hutan tersebut
dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
tidak mefyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan gangguan
lingkungan seperti benc:ana alam;

kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain
diluar kehutanan;

perusahaan wajib melakukan studi kelayakan yang disetujui oleh pejabat
yéng berwenang, dalam hal dilakukan kegiatan pengelolaan hutan

produksi.

Pasal 83

Peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (2) hurufb ditetapkan sebagai berikut:

a.

kegiatan pengusahaan hutan rakyat dilakukan terhadap lahan-lahan yang '
potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten;

kegiatan pengusahaan hutan rakyat tidak mengurangi fungsi lindung,
seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya;
kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak menimbulkan gangguan
lingkungan seperti bencana alam, longsor dan banjir;

pengelolaan hutan rakyat wajib  mengikuti peraturan perundang-
undangan; dan

pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan dengan
melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 84

Peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74



avat (2) huruf ¢ ditetapkan sebagai berikut: *

~
Lot 98

o

8]

@

kegiatan budid:¢ ya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan
kering tidak menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan
kelestarian lingkungan;

dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak
melakukan pemborosan penggunaan sumber air:

peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering

dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

pada kawasan budidaya pertanian dibangun prasarana wilayah dan
bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;

dalam kawasan pertanian dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara
terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

kegiatan pertanian tidak dapat dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 85

Peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

avat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

a.

tidak menaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air
dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di
daerah hulu/kawasan resapan air;

bagi kawasan perkebunan besar tidak dapat mengubah jenis tanaman
perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dapat dibangun
bangunan yaﬁg bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan
prasarana wilayah;

alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan
sepanjang sesuair dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan;

sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan, wajib dilakukan studi
kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang; dan

kegiatan perkebunan tidak dapat dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 86

»
Peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayvat (2) huruf e djtetapkan sebagai berikut:

\a‘

kawasan budidaya perikgnan tidak dapat berdekatan dengan kawasan

vang bersifat polutif;
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dapat diselenggarakan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan
perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

kawasan perikanan diperkenankan dapat dialihfungsikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perun dang-undangan;

dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dapat dilakukan kegiatan
wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan,; dan

kegiatan perikanan tidak dapat dilakukan dj dalam kawasan lindung.

Pasal 87

Peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

a.

kawasan budidaya peternakan tidak dapat berdekatan dengan kawasan
permukiman;

dalam kawasan peternakan masih dapat diselenggarakan kegiatan lain
yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan’ pembangunan sistem
jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
kawasan peternakan diperkenankan dapat dialihfungsikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

dalam kawasan peternakan dapat dilakukan kegiatan wisata alam secara
terbatas, penelitian dan pendidikan; dan

kegiatan peternakan tidak dapat dilakukan didalam kawasan lindung.

Pasal 88

Peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

74 ayat (2) hurufg ditetapkan sebagai berikut:

a.

kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di
bidang pertambauigan;

kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari
instansi/pejabat yang berwenang; . |

kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilfiasi, yaitu reklamas;i
dan/atau revitalisasi sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan
lain, seperti®pertanian, kehutanan, dan pariwisata;

pada kawasan pertambangan dapat diselenggarakan kegiatan lain yang
bersifat mendukung kegiatan pertambangan;

kegiatan permukiman secara terbatas dapat dilakukan untuk menunjang

kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspe
keselamatan; dan



I sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi

kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 89

Peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat

(2) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk mem’ngkétkan produktifitas dan  kelestarian lingkungan
pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;

b.  lokasi kawaéan industri tidak dapat berbatasan langsung dengan kawasan
permukiman;

¢.  pada kawasan industri dapat dibangun permukiman penunjang kegiatan
industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.  pada kawasan industri dapat digunakan sarana dan prasarana wilayah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau
sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana ’Pengolahan limbah;

f.  pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri
atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran
alis,esibilitaé‘; dan .

g setiap kegiétan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi

kelayakan yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 90

Peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

a. pada kawasan pariwisata alam tidak dapat dilakukan kegiatan yang dapat
menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama vang menjadi obyek wisata
alam;

b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri
vang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

c. dalam kawasan pariwisata dapat dibangun sarana dan prasarana yang
mendukung kegiatan pariwisata dan Ssistem prasarana wilayah sesuai
dengan keteﬁtuan peraturan perundang-undangan; _

d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan

» pendidikan;
e. | pada kawasan pariwisata alam tidak dapat dibangun bangunan lain

kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
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f.

pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi kelayakan vang

disetujui oleh pejabat yang berwenang.

" Pasal 91

Peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

avat (2) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

a.

d.

peruntukan kawasan permukiman dapat dialihfungsikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

pada kawasan permukiman dapat dibangun sarana dan prasai'ana ’
pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dalam kawasan permukiman dapat dibangun prasarana wilayah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ' ‘

kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fagilitas sosial termasuk
ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% dari luas
kawasan pérkotaan;

dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan
industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan
skala pelayanan lingkungan;

kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun didalam kawasan
lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;

dalam kawasan permukiman tidak dapat dikembangkan kegiatan vang
mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial
masyarakat; | _
pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman;
pembangunan perumahan dan kegiatan lainnya di kawasan permukimah
harus sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan peraturan |
perundang-undangan, seperti koefisien dasar bangunan, koefisien luas
bangunan, sempadan bangunan, dan lain sebagainya;

pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan

sarana dasar pendukung permukiman yang terhubung dengan sistem

prasarana perkotaan yang sudah ada.

Pasal 92

Peraturan zonasi sistem Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 ayat {3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:



a. sepanjang sﬂistem jaringa.n jalan nasional dan provinsi tidak diperkenankan
adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;

b. sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak akses langsung
dari bangunan ke jalan;

c. bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus
memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengaﬁ ketentuan setengah
ruang milik jalan ditambah satu;

d. lokasi terminal diarahkan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses ke
jalan arteri maupun kolektor sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g’b

lokasi dermaga diarahkan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses ke
jalan arteri maupun kolektor sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 93
Peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b ditetapkan, bahwa pada ruang yvang berada di
bawah Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) dan Saluran Udara
- Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) tidak dapat dibangun permukiman, kecuali
berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 94
Peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf ¢ ditetapkan sebagai berikut:
a. ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi
menara; |
b. untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama

diantara para penyedia layanan telekomunikasi.

Pasal 95
Peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3) huruf d ditetap'kan sebagaimana telah diatur pada
peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

L ]
i

Pasal 96
Peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 ayat (3) huruf e berupa Tempat Pemrosesan Akhir sampah ditetapkan
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sebagai berikut:.

TPA sampah tidak diletakkan berdekatan dengan kawasan permukiman;
lokasi TPA sampah harus didukung oleh studi kelayakan yang disetujui
oleh pejabat yang berwenang;

pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem sanitary landfill
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '
dalam lingkungan TPA disediakan prasarana dan sarana penunjang

pengeclolaan sampah.

Bagian Ketiga
Perizinan
Pasal 97
Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola
ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. |
Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan mehurut prosedur atau
mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupatern diberikan
Bupati setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan izin pemanfaatan ruang diatur

dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif
Pasal 98
Perangkat ‘insentif dan disinsentif adalah instrumen-instrumen
ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/ kebijakan, yang dapat
mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai
dengan rencana tata ruang.
Jenis perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan
penataan ruang terdiri atas: .
a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
b.  peranglat yang berkaitan dengan pelayanan umum;
C. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan
pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah.



§

Pasal 99

(1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong
perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau
dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk
kegiatan budidaya.

(3) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses
perizinan; '

b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah daerah
untuk meringankan biaya investasi oleh pemohon izin;

c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum
rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai ’dengan rencana tata
ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang
-1nenjm5u1kan dampak positif.

{4) Pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di

daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota,
kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;

b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha atau hak
guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan
rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

¢. pembatasan penyediaan infrastruktur pada daerah yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan

dilakukan di dalam kawasan lindung.

Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 100
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin;

joR

.1 pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
& diterbitkan berdasarkan RTRWK;
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pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin vang
diterbitkan berdasarkan RTRWK; |

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak
benar;

pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan vang oleh
ketentuan peraturan perundangan-undangan dinyatakan sebagai milik

umum.

Pasal 101

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100,

penertiban dilakukan melalui mekanisme sanksi.

Setiap orang dan/atau badan hukum serta pihak lain yang terlibat dan

terbukti melanggar ketentuan Pasal 100, dapat dikenakan sanksi.

Mekanisme sanksi meliputi:

a. pelaksanaan sanksi diawali dengan peringatan/teguran kepada
pelaku pembangunan yang dalax;n pelaksanaan pembangunannya
tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang terdapat dalam
Peraturan Daerah;

b. pengeraan sanksi dilaksanakan setelah diberikan peringatan/teguran
sebanyak-banyaknya tiga kali dalam kurun waktu tiga bulan sejak
dikeluarkannya peringatan/teguran pertama.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi vang berkenaan dengan penertiban,

meliputi: _

a. sanksi administratif, dapat berupa tindakan pembatalan izin dan
pencabutan hak, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan
ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program
pemanfaatan ruang; |

b. sanksi perdata, dapat berupa tindakan pengenaan denda atau
pengenaan ganti rugi, sanksi ini dikenakan atas pelanggaran
penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang,
keiompok orang atau badan hukum;

¢. sanksi pidana, dapat berupa tindakan penahanan atau kurungan,

sanksi ini dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat
terganggunya kepentingan umum.
Sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk, meliputi;
a. peringatan tertulis; '
b. penghentian sementara kegiatan;

€. penghentian sementara pelayanan umum;
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d. penutupan lokasi;
¢.  pencabutan izin;
f.  pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

gc

h.  pemulihan fungsi ruang; dan/atau

1.  denda administratif. |

Sanksi Pidana, meliputi: |

a. barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 100,
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b.  tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah

pelanggaran;

)

dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang
lebih tiﬁggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka
diberlakukan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan
penerimaan Daerah dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan

Peraturan Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102
Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak
dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI1I .
KETENTUAN PENYIDIKAN
. Pasal 103
Pejabat pegawai negeri skpil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

k‘a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana;
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b. melakukan tindakan pertama phda saat di tempat ' kejadian dan

: - v
memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan/atau surat;

o

d. mema.nggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau sé.ksi;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

&

. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan
pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian pemeriksaaan atau penyidikan setelah

i

mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka, dan/atau keluarganya; dan

h.  mengadakan tindakan lain menurut hukufn yang bertanggungjawab..

Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan -

tentang:

a. pemeriksaan saksi dan tersangka;

b. penggeledahan rumah atauy pakaian atau.badan;

C.  penyitaan barang bukti; |

d. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada

penuntut umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X111
KELEMBAGAAN
Paéal 104
Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang,
pengendalian pemanfaatan ruang serta perumusan érahan sanksi sebagai
perwujudan lingkup kérjasama antar sektor/antar daerah dj bidang
penataan ruang dibentuk BKPRD;

Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Dalam penataan ruang kabupaten, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang; .
b, menikmati pertambahan nilai ru ang sebagai akibat penataan ruang;
€. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akiba

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;
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d.  mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan vang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;

¢. . mengajukan  tuntutan pemba{talan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada
pejabat berwenang.

Masyarakat dapat meminta keterangan atau penjelasan dari pihak-pihak

yang bertanggung jawab terhadap rencana tata ruang sebagai wujud

tanggung jawab dan partisipasi masyarakat.

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 106
Penggantian, yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat
pelaksanaaﬁ kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang wilayéh diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak-pihak
yvang berkepentingan.
Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam pemanfaatan ruang kabupaten, setiap orang wajib:

a.

D.

[}

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat
vang berwenang;

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

ruang.

Pasal 108

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a
- b.

@]

perencanaan tata ruang;
pernanfaatan ruang;

pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 huruf a terdiri atas:
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memberikan masukan mengenai:
persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau
kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang;

S. penetapan rencana tata ruang.

kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau sesama

unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 110

Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 108 huruf b dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:

a.
b.

memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

kerja. sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama
unsur masyarak..t dalam pemanfaatan ruang;

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengap kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan'

peningkatan efisiensi, efektifitas, dan kesera51ar1 dalam pemanfaatan ruang
darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan
kearifan Igkal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lihgkungan hidup dan
sumber daya alam; dan/atau

kegiatan inﬁestasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Peran masvarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 108 huruf ¢ dapat dilakukan dalam bentuk:

a.

b,

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;

pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan  atay pelanggaran  kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang vang telah
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ditetapkan;
pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat vang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata

ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Dokumen
Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Dalam hal terdapat penetapan peraturan terbaru tentang kawasan hutan
olen Menteri Kehutanan menyangkut wilayah kabupaten setelah
ditetapkan peraturan daerah ini, rencana dan album peta sebagaimana
dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan

berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi 2006-2015 dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: *
a.  izin per:xanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan iketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan

, .

masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk vang belum dilaksanakan pembanguhannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan

Daerah ini;
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2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan
ruang dilakukan sampai izin terkait habis :masa berlakunya dan
dilakukan penyesuaian deng.an fungsi lgawasan’ berdasarkan
Peraturan Daerah ini; dan

3. untuk yang sudah. dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak secara proporsional berdasarkan
ketentuan perundangan yvang berlaku. |

¢.  pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan

Daerah ini.

(3} Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan, tidak dapat
terbitkan alas hak dan perizinan apapun hingga diterbitkannya
penunjukan kawasan hutan yang baru.

(4) Pada kawasan hutan yang belum mendapatkan kesepakatan,
pemanfaatannya tidak  diperbolehkan dilakukan perluasan dan
peningkatan pemanfaatan hingga diterbitkannya penunjukan kawasan
hutan yang baru.

(5} Setelah diterbitkannya revisi penunjukan kawasan hutan yang baru,
rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya akan

diintegrasikan ke dalam rencana pola ruang melalui Peraturan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10%) dicabut dan dinyatakan tidak %/
.
&beriaku.



Pasal 115

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal Z SePtQm\?er 204

N

PARAF PENANGOUNG JAWAB | Buas DATR,
SEKDA /

KEPALA BAPPEDA| A/~
 SEKRETARIS BAPPEDA | /2
KABID sz

KASUBBID/KASUBBAG % KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO
/

Diundangkan di Sidikalang y
20|
pada tanggal 2 September

SEKRETARIS/DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 20'Y NOMOR 1
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Pasal 115

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan %/

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuvpaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Geptember 2014

y

BUPATIDAIRI,

Diundangkan di Sidikalang _
pada tanggal 2 Septtmber 201Y | '

SEKRETARIS

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 201Y NOMOR %

[~ s}



PENJELASAN
ATAS '
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2014-2034

1

1. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Pasal 11 ayat (2) mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang
dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi
perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah

kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten meliputi proses dan prosedur
penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten.
Penyusunan RTRW kabupaten dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-
kaidah perencanaan yang mencakup ‘asas keselarasan, keserasian,
keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di

dalam kabupaten bersangkutan maupun dengan kabupatert sekitarnya.

Rencana Tatd Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi adalah penjabaran
RTRW Provinsi Sumatera Utara ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan
wilayah Kabupaten Dairi yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam
rencana pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan,
strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan kedalam rencana
struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Daiﬁ. RTRW Kabupaten
Dairi memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang, rencana struktur
ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten, kawasan strategis kabupaten,
arahan pemanfaatan ruang kabupaten, pengendalian pemanfaatan ruang,

penyelesaian sengketa, ketentuan penyidikan dan kelembagaan.
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I1.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ¢

Huruf a , .
Keterpaduan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengihtegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor,
lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf b
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu bahwa penataan
ruang diselenggarakan dengan mewujudkan Kkeserasian antara
struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan
perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.

Hurufe
Keberlanjutan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi
mendatang.

Hurufd
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, yaitu bahwa penataan
ruang dlselenggarakan dengan mengoptlmalkan manfaat ruang dan
sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin
terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Hurufe
Keterbukaan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruff ’
Kebersamaan dan kemitraan, vyaitu bhahwa penataan ruang
diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g _
Perlindungan kepentingan umum, yaitu bahwa penataan ruan

diselenggar: kan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.



Huruf h

Kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa penataan ruang

diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan

perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan

dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta

melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan

jaminan kepastian hukum.
Huruf i *

Akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat
‘dipertahggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun
| hasilnya. *

Huruf j
Kearifan lokal, vyaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang
diselenggarakan dengan memperhatikan khasanah tata nilai
<ehidupan yang menyatu dalam bentuk kepercayaan, budava dan
adat istiadat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 6
Avat (1)
Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk
melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan
strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi
rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berupa
tindak lanjut sebagai berikut: |
a. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan
strategi nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika
internal kabupaten yang mempengaruhi  pemanfaatan ruang
kabupaten secara mendasar; atau
Lb. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan

dan strategi nasional dan/atau provinsi dan tidak terjadi dinamika
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internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang
kabupaten secara mendasar.
Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten |
dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Untuk tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, hakekat

vang terkandung dalam tujuan penataan ruang, yaitu:

* Aman; masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan
terlindungi dari berbagai ancaman

= Nyaman;‘ memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk
mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai
manusia dalam suasana yang tenang dan damai

" Produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien
sehingga mampu memberikan nilai  tambah ekor}omi untuk
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkap daya saing

* Berkelanjutan; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan
dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini,
namun juga generasi yang akan datang.

* Agribisnis; kegiatan yang berbasis pertanian dalam pengertian luas,
meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan
mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan
sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata. Sejauh ini pertanian
yang ada di Kabupaten Dairi belum terbangun sesuai konsep pertanian
modern schingga nilai tambah bagi petani masih relatif rendah. Oleh
karena itu diharapkan melalui pengembangan agribisnis dapat

merubah pola pertanian tradisiona] menjadi pertanian modern menuju
(/peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Agribisnis merupakan



pertanian sebagal suatu sistem bisnis yang terdiri dari empat

subsistem yang teringrasi satu sama lainnya, yaitu:
Sub sistem agribisnis hulu (up stream agribusiness), meliputi semua
kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input
pertanian dalam arti luas
Sub sistem agribisnis usaha tani, yang merupakan kegiatan yang
dilakukan ditingkat petani untuk menghasilkan produk pertanian
Sub sistem agribisnis hilir, yang disebut juga sebagai kegiatan
agroindustri yaitu industri yang menggunakan produk pertanian
sebagai bahan bakunya, juga meliputi penyimpanan, pemasaran
dan pengangkutan (distribusi) hingga sampai ke konsumen
Subsistem jasa layanan pendukung, yang meliputi seluruh kegiatan
layanan jasa dalam pengembangan agribisnis, seperti lembaga
keuangan dan pembiayaan, penyuluhan dan penelitian dan lain-
lain termasuk kebijakan pemerintah.

w IPariwisata; berbagai potensi objek wisata di Kabupaten Dairi sehingga
dalam pengembangan pariwisata selanjutnya lebih ditingkatkan agar
lebih meningkatkan kegiatan non pertanian yang dapat mendukung
tingkat pendapatan kabupaten serta memperluas lapangan pekerjaan.

* Berwawasan Lingkungan; pemanfaatan sumber daya alam secara arif
sehingga terjamin keberlanjutannya. Dalam hal ini terkandung upaya
pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang
berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistemn) termasuk
didalamnya upaya-upaya mitigasi bencana erosi'/longsor dan gempa
bumi.

Pasal 10 ;

Cukﬁp jelas.

Pasal 11 |

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.'
Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas. ‘
Pasal 18 . !

Cukup jelas. .
Pasal 19 :

Ayat (1) ;

PKW pada kawasan perkotaan Sidikalang adalah Kecamatan Sidikalang
dan Keéamatan Sitinjo.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3) |
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan sungéi
dan danau.
Hurufb
Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
\‘ Pasal 26

Cukup jelas. [/



Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Huruf a
Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber
optic (serat optik) dan mikro analog.
Huruf b
Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan
teknoldgi satelit.
Pasal 29° . ¢
Cukup jelas..
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.,
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

»

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Pengembangan Tempat Pemakaman Umum dapat disediakan oleh
pemerintah maupun swadaya masyarakat. Daya dukung daerah terkait
dengan struktur tanah, tekstur tanah dan dampak lingkungan.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43 |
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas. .
Pasal 45
Cukup jelas.
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Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1}
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Avat (4)
Huruf a
Batu Aceh adalah batu yang dipakai Raja Abdul Mulia %ngkat :
untuk menghimpun kekuatan sewaktu peperangan dengan
jumlah 27 buah. Keunikan batu ini apabila dihitung berulang-
ulang jumlahnya akan berubah. Batu Hija adalah batu perjanjian
persaudaraan antara Marga Bintang dan Marga Silalahi. Baty
Tettal adalah batu yang digunakan saat mengikat perjanjian
antar marga, bagi vang ingkar Janji akan berubah menjadi batu.
Huruf b
Secara administratif Taman Wisata Alam (TWA) Sicike-cike
berada di Desa Lae Hole [j Kecamatan Parbuluan Kabupaten
Dairi, secara geografis terletak pada 02°35' - 02°41' LU dan
98°20' - 98°30' BT. TWA Sicike-cike memiliki 3 (tiga) danau dan
mengairi 2 (dua) sungai vaitu sungai Yae Prada dan Lae
Pandaroh. TWA Sicike- cike mermhkl beraneka ragam flora dan
fauna.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd
Culkup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
&/ Huruf g

Cukup jelas.



Huruf h

Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50 '

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54.

Cukurp jelas.
Pasal &5

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 583

Ayat (1)

Cukupjglas.
Ayat (2)

. t . . .
Potensi  perikanan jaring

Silahisabungan.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

v

apung dikembangkan di

Kecamatan
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Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
k Cukup jelas.



Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup je]as’.
Pasal 87 '
Cukup jelas:.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b .
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f
Frontage road adalah jalan lokal vang Dberjalan paralel
(berbatasan/bersebelahan) dengan jalan arteri atau kolektor.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas. |
Pasal 91 .
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
L Pasal 94

Cukup jelas. p



t

Pasal 95

Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air,
serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.
Pasal 96
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢

Sistem sanitary landfill merupakan sistem pemrosesan sampah

dengan metode lahan urug yang memiliki sarana dan prasarana vang

mampu mengendalikan dampak dari sampah seperti :

1. pengendalian leachate vang terbentuk dari proses dekomposisi
sampah agar tidak mencemari tanah, air tanah maupun badan air
vang ada;

2. pengendalian gas dan bau hasil dekomposisi sampah agar tidak
mencemari udara, menyebabkan kebakaran atay bahaya asap dan
menyebabkan efek rumah kaca; dan

3. pengendalian vektor penyakit.

Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Izin pemanfaatan ruang dapat berupa:
1. izin prinsip;
2. izin lokasi; .
3. izin penggunaan pemanfaatan tanah; .
4. 1izin mendirikan bangunan; dan
S. izin Min berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Avat (4)
Yang dimaksud dengan dampak skala kabupaten adalah pemanfaatan

ruang yang berdampak terhadap pola ruang dan struktur ruang.
Ayat (5) '

Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas. .



Pasal 99

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasal 101 '

Cukup jelas.
Pasal 102

Cukup jelas.
Pasal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Cukup jelas.
Pasal 108

Cukup jelas_,.
Pasal 109 |

Cukup jelas.
Pasal 110 |

Cukup jelas.
Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113 ;

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
Pasal 115

k Cukup jelas.
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